
 

 

 

 

BUPATI PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO 

 NOMOR :  44   TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO  

NOMOR : 17 TAHUN 2018 

TENTANG 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI PROBOLINGGO, 

 

Menimbang :  Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VII Pasal 129 sampai 

dengan Pasal 146 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo  

Nomor 9  Tahun 2017 tentang Desa serta kelancaran dalam 

pelaksanaan pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di 

Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo                     

Nomor 17 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan; 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan  Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2015; 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6                    

Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun  2015  

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  

Nomor 120 Tahun  2018; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016          

tentang Badan Permusyawaratan Desa; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten  Probolinggo Nomor 6                

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 

tentang Desa; 

16. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Badan Permusyawaratan Desa. 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2018 

TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 17 Tahun 2018 

tentang Badan Permusyawaratan Desa, diubah dan harus dibaca sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah dan harus dibaca sebagai berikut : 

Pasal 2 

(1) Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa bersangkutan 

berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan. 

(2) Penentuan jumlah keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan sebagai berikut : 

a. jumlah keanggotaan BPD 5 (lima) orang, dengan jumlah penduduk Desa 

kurang dari 3.000 (tiga ribu) jiwa; 

b. jumlah keanggotaan BPD 7 (tujuh) orang, dengan jumlah penduduk Desa 

lebih dari 3.000 (tiga ribu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa; 

c. jumlah keanggotaan BPD 9 (sembilan) orang, dengan jumlah penduduk 

Desa diatas 5.000 (lima ribu) jiwa. 

 

2. Ketentan Pasal 3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut : 

Pasal 3 

 Persyaratan untuk dapat menjadi anggota BPD adalah : 

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara  keutuhan Negara Republik Indonesia dan 

Bhinneka Tunggal Ika; 

c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah; 

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau 

sederajat; 

e. tidak rangkap jabatan, baik sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, 

Pengurus BUMDesa atau Ketua Rukun Warga/Rukun Tetangga/Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat; 

f. tidak memiliki hubungan sedarah atau perkawinan dengan Kepala Desa, 

sampai derajat ketiga; 

g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; 

h. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; 

i. bertempat tinggal di wilayah pemilihan. 

 

3. Diantara ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni             

Pasal 49 A, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 49 A 

 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Anggota BPD yang telah 

ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya                     

masa jabatan. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah                      

Kabupaten Probolinggo. 

 

     Ditetapkan di              Probolinggo 

     Pada tanggal  19  Agustus 2019 

     BUPATI PROBOLINGGO 

ttd 

    Hj. P. TANTRIANA SARI, SE 

Diundangkan di         Probolinggo 

pada tanggal  20  Agustus  2019 

SEKRETARIS DAERAH 

ttd 

H. SOEPARWIYONO, SH, MH 

Pembina Utama Madya 

NIP. 19621225 198508 1 002 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO  

TAHUN 2019 NOMOR 44 SERI G1 

 

Salinan sesuai dengan aslinya : 

a.n. SEKRETARIS DAERAH 

Asisten Administrasi 

Pemerintahan dan Kesra 

u.b. 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

H. SANTOSO, SH, M.Hum  

Pembina Tingkat I 

NIP. 19620802 198303 1 019 

 


